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LATAR BELAKANG 

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia didasarkan pada sejumlah regulasi yang 

menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. 

Salah satu dasar hukum yang paling mendasar adalah Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan kewenangan 

pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri. Undang-

undang ini mengedepankan prinsip desentralisasi, sehingga memberikan ruang yang 

luas bagi daerah untuk mengatur dan memanfaatkan potensi keuangannya sesuai 

dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 

12 Tahun 2019 mengatur secara rinci mekanisme pengelolaan keuangan daerah 

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga 

pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan 

ini menjadi pedoman teknis yang sangat penting agar seluruh proses pengelolaan 

keuangan dapat berjalan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) memberikan 

penjelasan lebih lanjut mengenai aspek teknis pengelolaan keuangan daerah, 

termasuk tata cara pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan audit keuangan 

yang wajib dilakukan secara berkala. Keseluruhan kerangka hukum ini disusun 

dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak 

hanya efektif dan efisien, tetapi juga transparan dan akuntabel, sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah serta 

mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan adanya landasan 

hukum yang kuat ini, pemerintah daerah diharapkan mampu melaksanakan 

pengelolaan keuangan yang profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan 

prinsip-prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik. 



PEDOMAN TEKNIS E-BKU (Buku Kas Umum Elektronik) Versi 2 

Aplikasi sebagai alat kendali atau controlling antara anggaran, realisasi belanja dan kinerja di 
masing-masing penerima manfaat. Dan meminimalisir tingkat human error sehingga proses 

pembuatan laporan keuangan menjadi lebih valid. 

 

 

Menu Login E-BKU Versi 2 

 

 

Tampilan Dashboard awal login, di samping sebelah kiri ada menu Register, Input dan Bendahara. 



 

Di Menu Register terdapat 3 tols yaitu, Data Pegawai, Perjalanan Dinas/SPPD, dan Nomor Surat 

Pesanan. 

 

 

Tampilan di menu Data Pegawai 

 



 

Tampilan di menu Perjalanan Dinas/SPPD 

 

 

Di Menu Input terdapat 2 tols yaitu, Belanja GU/KKPD dan Belanja LS. 

 

 

 

 



 

Di Menu Bendahara terdapat beberapa tols yaitu Proses GU/KKPD yang meliputi Verifikasi 

Potongan, Penomoran dan Pembukuan Bukti GU, serta KKPD. Dan di tols Proses LS meliputi Daftar 

Regestrasi SPP, SPM dan Surat Pengantar, serta Data Kontrak dan Data Tagihan. 

 

 

Tampilan di menu Verifikasi Potongan 

 



 

Tampilan di menu Regestrasi SPP, SPM dan Surat Pengantar. 



PENUTUP 

 

Proses penciptaan inovasi E-BKU Versi 2 telah dirancang secara sistematis dan 

terstruktur, dimulai dari identifikasi masalah, perumusan ide, penyusunan regulasi dan 

SOP, pembentukan tim pelaksana, hingga tahap pengembangan, implementasi, serta 

monitoring dan evaluasi. Setiap tahapan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai 

pihak terkait, guna memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan mampu menjawab 

kebutuhan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien. 

Diharapkan, dengan hadirnya E-BKU Versi 2, tata kelola administrasi keuangan di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat semakin baik, meminimalisir potensi 

kesalahan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan 

daerah. Proses monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan juga menjadi komitmen 

untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan inovasi sesuai dinamika 

kebutuhan di masa mendatang. Semoga inovasi ini dapat memberikan manfaat nyata 

dan menjadi inspirasi bagi pengembangan inovasi lainnya di bidang tata kelola 

pemerintahan daerah. 


